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BAB IV 

 PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat 

diberi Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah 

Tahun 2020-2024 di Sumatera Barat adalah bahwa dengan diberlakukannya 

kebijakan ini pada tanggal 1 Oktober – 31 Desember 2024 membantu 

meringankan beban wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB). Sehingga dengan adanya kebijakan ini meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sumatera Barat. Dengan diterapkannya kebijakan ini pada tanggal 1 

Oktober – 31 Desember 2024, tingkat kepatuhan wajib pajak dan 

penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat meningkat dari di setiap 

tahunnya. Yang mana pada tahun 2024 untuk kepatuhan wajib pajak 

meningkat menjadi 58.83% dan untuk penerimaan pajak daerah di Sumatera 

Barat pada tahun 2024 terealisasikan sebesar Rp. 2.338.100.246.047, dan 

pada tahun 2024 merupakan penerimaan pajak daerah terbesar dari tahun-

tahun sebelumnya. 

2. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera 

Barat dalam melakukan kebijakan sanksi administrasi terhadap kepatuhan 

wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat meliputi kurangnya 
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sumber Daya Manusia (SDM), ketidakpatuhan wajib pajak, kelengkapan 

administrasi wajib pajak dan faktor daerah yang sulit dijangkau. Dan untuk 

penerimaan pajak daerah di Sumatera Barat tidak ditemukan kendala yang 

dihadapi dikarenakan dengan adanya kebijakan ini memberikan manfaat 

untuk pendapatan daerah di Sumatera Barat. 

3. Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera 

Barat untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu dengan melakukan berbagai 

upaya diantaranya yaitu meningkatkan sumber daya manusia, 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membuka pelayanan samsat di 

daerah terpencil, melakukan evaluasi dan lainnya. 

B. Saran 

1. Agar dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini 

membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan, sehingga pemerintah dapat mengelola dan 

memanfaatkan pajak tersebut untuk kepentingan umum. Serta dengan 

adanya kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

secara berkelanjutan dan berdampak positif untuk penerimaan pajak daerah 

di Sumatera Barat. 

2. Mengenai kendala-kendala yang masih ditemui dalam penerapan kebijakan 

ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat harus lebih 

efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak 

daerah Sumatera Barat agar tetap berkelanjutan. 

 



UNIVERSITAS BUNG HATTA 

3. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini, Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Sumatera Barat dapat memberikan Solusi yang tepat dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah 

Sumatera Barat agar tetap berkelanjutan. 
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